
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ienimbang :4.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipandang perlu

menjabarkan T\rgas dan Fungsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Ifteatif;

llengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia a350);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
'Negara 

Redapublik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

b.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kafi terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor B

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran

Daerah Tahun 2OL6 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

TIGOCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN

FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

hRrlahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

L [b,ah datah Kabupaten Kepulauan Aru.
!- hlldiarr'tdr Bupati Kepulauan Aru.

s' h&lah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
+ q*If,uals artalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif.
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5.

I
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E" rc&-r[nk adatah Bidang yang melaksanakan safi.r atau beberapa fungsi

ILrc.
6. $l& Edompok adalah Sub Bidang yang melaksanal<an satu atau beberapa

fmEd Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

DINAS

Pasal 2

{l} Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pernerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi

kewenangan Daerah dan T\rgas Pembantuan yang diberikan kepada

I(abupaten;

{21 Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pariwisata dan Ekonomi I(reatif menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebiiakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;

d. pelaksanaan administrasi dinas

e. pengoordinasian penJrusunan program pariwisata dan ekonomi kreatif;

L pelaksanaan pembinaan aparatur di Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Ikeatif; dan

* pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagran Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

[$ fampoa pendulnrng mempunyai tugas membantu Dinas dalam

ffllsuilan kebljakan, pengoordinasian, pembinaan, telaris administratif

hrtarrsahaan yang meliputi urus€rn umurn, keuangan, perencanaan dan

roftghfarr;
t[ Ih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ht rrlFok pendr:ktrng mempunyai fungsi:



Perumlrsan rlencana kebuhrtran personil, keualgan dan sarana

pmasarana pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di bidang

keseknetariatan;

perrgoordinasian penlrusunan program dan dokumen pariwisata dan

ekonomi kreatif serta penilaian atas pelaksanaannya sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

IrerrJrusunan renc€rna kebutuhan personil, keuangan dan sarana

pmasarana pendukung kegiatan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;

lrelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi/bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

pelaksanaan pembinaan teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap

pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di daerah;

penyelenggaraan administrasi rapat kerja dan acara protokol;

pendokumentasian kegiatan, pembinaan dan perawatan kearsipan;

pembinaan dan pengawasan kepada staf; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretariat

dalam pen5rusunan dan perumusan kebliakan, pengoordinasian,

trmrbinaan, serta melaksanakan tugas kebudayaan dan pariwisata;

@ klam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub

kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:

a- perumusan rencana kebututran personil, keuangan dan sarana

prasarana pendukung perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Daerah;

b. penyusun€ul program dan dokumen pariwisata dan ekonomi kreatif;

c- ImJrusun€u1 rencana kerja satuan kerja perangkat daeran (RKA/SPKD)

Dinas Pariwisata dan Ekonomi lfteatif;

d- peuyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;

c- mgoordinasian penJrusunan rencana strategis dinas;

f. 1mrl"p.; bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan

I,AKIP;

3 pbinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas staf pada sub kelompok

IEGOCanaan;

b-

d-

e-
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h- pelaporan hasil tugas staf sub kelompok perencanaan

kpada atasan;

i- pelaksanaan tugas pengawasan yang melekat pada staf; dan

j- pelaksanaan ttrgas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasa1 5

U Srb kelompok Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

IEqfusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

sta pelaksanaan tugas administrasi keuangan dinas;

q lfalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub

blompok Keuangan mempunyai fungsi:

a- perlrmusan renc€rna kebuhrhan personil, keuangan dan sarema

prasarana pendukung kegiatan dinas;

b. penyusunan rencana kerja €rnggarEm dinas;

c. pelaksanaan penatausahaan adminstrasi keuangan dan verifikasinya;

d. pengawasan dan menyelesaikan administrasi keuangan perjalanan

dinas dan mutasi pegawai;

e. pengumpulan bahan-bahan untuk keperluan pengawasan anggaran;

f. penyiapan laporan pertanggung jawaban keuangan;

g- pembagran hrgas kepada staf dan pemberian petunjuk /arahan untuk
kelancaran pelaksanaannya;

h petyusunan laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku;

t pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf; dan
j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

lL se Ho,pok Umum dan Kepegawaian, mempunyai hrgas membantu
lu*reEiat dalam pen)rusunan dan perumusan kebijakan,

mgprtinasian, pembinaan serta urusan kepegawaian di lingkungan

tu
lf, h rrplakscurakan tggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub

Ef1nk Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

ar [:qnrflIna4 rencana kebufuhan personil, keuangan dan sarana

Imrana pendukung k%iatan ketatausahaan dan kepegawaian;



b" pumrsan hrjuan, sasaranr, kebijakan dan program bidang
trtafFusahaarr dan kepegawaian;

c. rtrJrusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pyelensgaxaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;

{. roUelolaan urusan surat men5nrrat, kearsipan dan dokumentasi
ugr ran;

e- dahanaan tata naskah;

[ ' ksanaan urusan rumah tangga, penyediaan informasi,

l=r,reliharaan arsip dan pencatatan perlengkapan kantor, dokumentasi

tc1lesawaian, administrasi perjalanan dinas serta protokol;

g, c gelolaan dan iventarisasi perlengkapan kantor;

h- pcuyiapan administrasi pengusulan pengisian jabatan struktural serta

frrngsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan berdasarkan

petunjuk atasan;

t penyiapan daftar hadir dan penyusunan laporan tentang kehadiran

pegawai serta menjaga kerahasiaan sesuai kewenangan yang diberikan

atasan;

j. penataan operasional pemanfaatan kendaraan dinas dan

pemeliharaannya;

k- pembagian tugas kepada staf dan pemberian petunjuk /ara}rarrr untuk
kelancaran pelaksanaannya;

L pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan kepegawaian yang

meliputi: penempatan pegawai berdasarkan surat penempatan,

pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan

dalam jabatan, pindah, cuti, urusan kesejahteraan, pengusulan

pengangkatan pegawai dalam jabatan structural dan jabatan

fungsional;

m- penyusunarl laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

n- pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf; dan

o- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagran Ketiga

KEI,OMPOK PRODUK DAN USAHA PARIWISATA

Pasal 7

mr*-fok Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu

ilh ehm perumusan keb{iakan, peng@rdinasian, pembinaan, dan

ffinan hrgas Pariwisata dal^rn pengembangan infrastruktur fasilitasi



mr' k"rrqJr^n intebkfiral dan sinlrronisasi regUlasi di bidang produk dan
-qa[ra pariwisata-

p lhfrm rcLaksankan tugas dimaksud pada ayat (1), kelompok

koduk dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:

a- penyusunan rencana dan program kerja di bidang produk dan usaha

pariwisata;

h. lmrgoordinasian program keda masing-masing seksi;

c- pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data yang menyangkut objek

dan daya tarik produk wisata serta usaha pariwisata;

d- peiaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta

pdaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha

pariwisata;

c. lrenyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitas dan

pengembangan kepariwisataan meliputi produk dan usaha pariwisata;

f- penyelenggaraan usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata,

produk pariwisata sesuai dengan standarisasi usaha pariwisata;

* penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata dan produk

pariwisata;

penyelenggaraan pola Usaha Pengembangan Produk wisata;

pemmuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana

prasarana pendukung parwisata di Bidang Produk dan Usaha Wisata;

penJrusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

El Sub kelompok objek dan daya tarik ',visata mempunyai hrgas membantu

Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

dan pelaksana tugas Pariwisata di bidang produk dan usaha wisata,

ftngembangan objek dan daya tarik wisata;

fll lhlam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub
ht'rrrfok objek dan daya tarik wisata mempunyai fungsi:

r- IlcrTFarsunan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana

Fasarana pendukung pariwisata di bidang produk dan usaha wisata

_rrsi pbngembangan objek dan daya tarik wisata;

h. lrumusan rencana kegiatan pengembangan objek dan daya tarik
rLsata;

c- IErumusan tujuan, kebliakan dan program pengembangan objek dan

daya tarik wisata;

h-

i-
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1uumtmn petunjuk petabanaan dan petunjuk teknis

@ pengembangan objek dan daya tarik wisata;

pcogumpulan dan penyusunan data hasil pelasanaan pengembangan

dtcr( dan daya tarik wisata;

f. pdahanaan analisis dan penlaian terhadap rencana kegiatan

pengpmbangan objek dan daya tarik wisata;

g, perryusunan dan perumusan serta identilikasi permasalahan yang

berhubung dengan pengembangan, statistik dan analisis data

gembangan objek dan daya tarik wisata;

h- myelenggarakan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan

-nalisa data pengembangan objek dan daya tarik wisata;

i merryiapkan data hasil penelitian pengembangan objek dan daya tarik
wisata;

i Merryusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

ffl Sub kelompok Sarana dan Jasa Wisata mempunyai tugas membanttr

K€eala Bidang dalam Perumusan Kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

dan pelaksanaan hrgas pariwisata di bidang produk dan usatra wisata;

[I Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub
Hompok sarana dan jasa wisata mempunyai fungsi:

& Irrlrmusa]r renc€u1a kebutuhan personil, keuangan dan sarana

prasaftma dan usaha saran jasa wisata pendukung di bidang produk

dan usaha wisata;

b- perumusan renc€ula kegiatan usaha sar€rna dan jasa wisata;

c- penrmusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program usaha sarana dan
j"sa wisata;

d- perumusan petuqjuk pelaksana€Ln dan petunjuk tekis penyelenggaraan

usatra sarana dan jasa wisata;

e- mengumpulkan dan merr5 rsun data hasil pelaksanaan usaha dan

sarana jasa wisata;

t pelaksanaarr analisis dan penilaian terhadap usaha dan sarana jasa

wisa*r-t

g' peryusunan dan merumuskan serta mengidentifikasi permasalahan

Fng bertrubr-rngan dengan usaha sarana dan jasa wisata;

d.



h, @ kerjasama penilitian, pengerrrbangan, statistik dan

mnlisa data usatra sarana dan jasa wisata;

rutpan data hasil penelitian usaha sarana dan jasa wisata;

Inqfusrrnan laporan pelaksanaan hrgas kepada atasan; dan;

It*ksanaaq tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Keempat

KEI,OMPOK PEMASARAN PARTWISATA

Pasal 1O

Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala

dalam perumusan kebdakan, pengoordinasian, pembinaan dan

tugas pariwisata di bidang pembinaan pariwisata danp:lalsanaan
nmsJrarakat;

t[ IIaIam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

Hompok Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a- IEnrmusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana

Prasarana pendukung pariwisata di bidang pembinaan pariwisata
den rnasyar.erlcat;

IrcIlrmrrsan rencana kegiatan pembinaan pariwisata dan masyarakat;

IEnrmusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembinaan

pariwisata dan masyarakat;

dL lrtrmusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

nm5relenggaraan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
(E- IEtrgumpulan dan penyusu.nan data hasil pelaksanaan pembinaan

griwisata dan masyarakat;

analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan

pariwisata dan masyarakat;

dan perumusan serta identilikasi permasalahan yang

, tcrtubunSan dengan Pembinaan pariwisata dan masyarakat;

lmSrelengaraan kerjasama penelitian, pengembangan statistik dan
onmlis4 data Pembinaan Pariwisata dan Masyarakat;

ecnyiapan data hasil penelitian dan pembinaan pariwisata dan

masymkaq

ntqnrsunan l,aporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
.-aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h.

G.

teknis

L



Pasat 11

Lplrnfrok Promosi mempunyai hrgas membantrr kepala bidang dalam

IEmrsan kebiiakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelasanaan tugas

fl x&nmg pemasaran pariwisata;

melaksankan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (L), sub
B'-.troe Pnomosi mempunyai fungsi:

r. luumusan renc€ula kebutuhan personil, keuangan dan sarana

Frcrana pendukung kebudayaan di bidang pemasaran pariwisata;

L, lrtrmusan rencana kegiatan pemasaran pariwisata;

G. IEumusan tqiuan, sasaran, kebijakan dan program Pemasaran

d. lrtrmusan pehrnjuk pelaksanaan dan

perryelenggaraan pemasaran pariwisata;

petunjuk teknis

c- pengumpulan dan pen)nrsunan data hasil pelaksanaan pemasaran

f. klaksanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan

Pemasaran Pariwisata;

E lHryusunan dan perumusan serta identifrkasi permasalahan yang

berhubungan dengan pemasaran pariwisata;

penyelengaraan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan

analisa data pemasaran pariwisata;

penyiapan data hasil pemasaran pariwisata;

IEn5rusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

lrelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 12

Rl $rb kelompok Pengembangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala
Frrrrrrg dalam pemmusan kebi$akan, pengoordinasian, pembinaan dan
odeksanaan tugas di bidang Pengembangan Pasar.

El Dalam melaksankan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (L), sub

hlompok Pengembangan Pasar mempunyai fungsi:

& IEnrmusan nencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana

fasaxana pendukung kebudayaan di bidang Pemasaran Pariwisata ;

h. perumusan rencana kegiatan Pengembangan Pasar;

c. p€rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Pengembangan

Pasa4

d- pumusan

L

i
t

pehmjuk pelaksanaa:n petunjuk
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@kngembanganFasar;
*, ryumpulan dan pen5rusunan data hasil pelaksanaan Pengembangan

hr,
Flnlsanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan

mosErnhngan Pasar;

1:qfusunan dan perumusan serta identifikasi permasalahan yang

.t:rftnrtqmgan dengan pengembangan pasar;

kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan

ffia data Pengembangan Pasar;

[Fqfiapan data hasil Pengembangan Pasar;
:

*an laporan pelaksanaan ttrgas kepada atasan; dan

pleksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagan Kelima

KEI,OMPOK PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARNYISATA

Pasal 13

,m[ rdrrrrpok Fengembangan sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas

nsnhqntu Kepa1a Dinas dalam pemmusan kebirjakan, pengoordinasian

Ddiaaan dan pelaksanaan ttrgas pariwisata di bidang ekonomi kreatif

ffiis sri dan budaya.

Ilmm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

HngtFok Fengembangan Sumberdaya Pariwisata mempunyai fungsi:

,3 lErumusan kebljakan di bidang Ekonomi Itueatif Berbasis Seni dan
,i- Erlqfa;

dehsanae,n kebi$akan di bidang Ekonomi Ikeatif Elerbasis Seni dan

mc5na;

rsan norrna, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ekonomi

is Seni dan Budaya;

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Ekonomi ltueatif

Seni dan Budaya;

konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan

hubungan kerjasama dengan instansi lainnya; dan

hrgas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai

tnrgas dan fungsinya.



Pasal 14

Srb blompok Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata

@ominasian, pembinaan dan pelaksanaan trrgas di bidang

lmgembangan ekonomi kreatif kesenian;

[Em melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], sub

ft rnfpk Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata mempunyai

r. lmyusunan rencana kegiatan sesuai dengan bidang hrgasnya;

L poyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi

Eiatan pengembangan ekonomi kreatif kesenian;

G. IEnyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka

pembinaan pengembangan ekonomi kreatif kesenian;

d. pelaksanaan koordinasi dengan unit keda terkait; dan

c. pelaksanaan trrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 15

m &fi kelompok Bimbingan Masyaratrat Pariwisata mempunyai tugas

Lrimhffrtu Kepala Bidang dalam perumusan kebliakan, pengoordinasian,

pcmnnaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bimbingan Masyarakat

misisata;
meliaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub

Bimbingan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:

lEqfusunan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

@ pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi

hbm pengembangan ekonomi kreatif kebudayaan;

urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka

pengembangan ekonomi kreatif kebudayaan;

koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

hrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai"dengan tugas



BAB Itr
KETENTI.'AN PENUTI.'P

Pasal 16

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(Eang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

28 Desember 2Ot7

LAUAN ARU,

'JOHAN GONGA

28 Desember 2Ol7

KABUPATEN KEPI'LAUAN ARU,

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2OI7 NOMOR..6.3

i dengan Aslinya

BAGIAN

Ditetapkan di Dobo

HAM,


